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BAB 6

KESIMPULAN

Dalam bab ini, penjelasan akan terdiri dari 3 bagian, yaitu:
1. Jawaban terhadap pertanyaan penelitian;

ii.  Pemahaman baru mengenai ketahanan hunian;

iii.  Kontribusi dan implikasi studi.
Akibat kebutuhan penghuni yang dinamis dan terus berubah, para penghuni
Pagerjurang dan Dongkelsari melakukan perubahan pada unit huniannya sebagai
akibat dari bertambahnya penghuni, kebutuhan fungsi baru, status sosial, dan
berubahnya pola aktifitas sosial dengan penghuni lain. Perubahan yang terjadi pada
umumnya hanya berlandaskan kebutuhan tersebut di atas, yang berakibat cukup
signifikan terhadap kerentanan hunian dan kawasan dalam menghadapi risiko
bencana. Berdasarkan hasil analisis kualitatif pada kedua hunian tetap tersebut,

didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

6.1 Jawaban Terhadap Pertanyaan Penelitian

6.1.1 Pertanyaan Penelitian pertama

Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi, faktor dominan apa yang
mempengaruhi perubahan tersebut?

Perubahan menjadi hal yang lazim dan terjadi pada seluruh unit hunian.

Bertambahnya anggota keluarga, keperluan ruangan baru yang mendesak menjadi



118

alasan paling dominan dalam melakukan perubahan. Penelitian menemukan bahwa

perubahan yang terjadi dapat dikelompokan dalam beberapa bagian;

(1) Perubahan fisik, terjadi akibat adanya penambahan ruang, perubahan fungsi
ruangan serta berubahnya akses terhadap hunian baik sebagai unit rumah
ataupun blok. Penambahan ruang mengakibatkan perubahan fisik, bangunan
bertambah ke setiap sisinya. Ke depan dengan membuat teritisan yang lebih
panjang sampai batas jalan. Ke belakang sampai area batas dengan tetangga.
Dan ke samping, perubahan terjadi akibat adanya ketidak jelasan teritori.
Terjadi negosiasi hubungan horizontal berdasarkan kesepakatan dengan
tetangga, sehingga ada ruang yang disepakati dan digunakan secara bersama
dengan bentuk dan fungsi juga disepakati. Dari segi struktur, perubahan-
perubahan tersebut dilakukan dengan mengikuti standar kekuatan yang
dipahami penghuni dari kegiatan sosialisasi pada saat pembangunan hunian
tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara struktur perubahan
hunian masih memenuhi standar ketahanan hunian yang seharusnya. Namun
demikian, perubahan juga mengakibatkan naiknya risiko kerentanan.
Penambahan ruang yang menganggu jalur evakuasi terganggu. Jalur yang
tertutup atau menyempit, terhimpit dinding tinggi sehingga indikator
ketahanan hunian dari aspek fisik tidak terpenuhi, hunian menjadi rentan.
Dalam konteks ini, kebutuhan ruang dan fungsi mengakibatkan perubahan
dengan ditandai adanya bentuk baru yang secara fisik berbeda dengan yang
sebelumnya. Penghuni tetap berupaya mengikuti persyaratan ketahanan
dengan mengaplikasikan pengetahuannya mengenai kekuatan strtuktur. Hal ini

dianggapnya sudah mencukupi agar ketahanan hunian tetap terjaga. Situasi ini
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menjukkan bahwa pemahaman penghuni terhadap ketahanan hunian masih
terfokus pada kekuatan struktur saja.

Perubahan fungsi, terjadi pada area unit hunian yang berbatasan dengan
penghuni lain. Seperti halnya terjadi pada aspek fisik pada poin (i) di atas,
negosiasi hubungan horizontal terkait aspek fungsi juga terjadi melalui
pemanfaatan area bersama menjadi area privat dengan menguasai area publik
menjadi area privat, sebaliknya, penggunaan area yang sebenarnya bisa
menjadi area privat, melalui kesepakatan antar penghuni dijadikan area publik.
Fungsi baru ini memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan, tempat
berkumpul dan bermusyawarah dengan tetangga terdekat, terutama pada jalan
yang sama. Situasi tersebut secara aktifitas sosial kemasyarakatan telah
membentuk pola baru hubungan antar tetangga yang bersebelahan memperkuat
kohesi dan rasa percaya (frusf) yang tinggi. Hal ini secara langsung berakibat
pada aspek modal sosial, dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan baru
yang memperkuat ikatan jaringan sosial antar penghuni. Perubahan fungsi ini
seperti dua sisi koin yang berseberangan. Selain meningkatkan risiko dengan
terganggunya jalur-jalur evakuasi, namun pada saat yang sama membuat

hubungan antar penghuni menjadi kuat.

(ii1) Aktifitas kemasyarakatan mengalami pergeseran bentuk dan lokasi.

Dibandingkan dengan lokasi hunian lama yang selalu mengandalkan balai desa
untuk berembuk dan bermusyawarah, di kedua hunian kasus studi, terdapat
pilihan lokasi baru yang terbentuk karena proses penyesuaian perilaku

penghuni. Mayoritas penghuni merasa nyaman untuk melakukan kegiatan di
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sekitaran rumah terdekat. Bentuk rumah jadi berubah, fungsi disepakati

bersama untuk digunakan bersama menfailitasi pergeseran kebiasaan tersebut.

6.1.2 Pertanyaan penelitian kedua

Bagaimana pengaruh pemahaman ketahanan terhadap perubahan tersebut ?
Perubahan bentuk, fungsi dan perilaku yang terjadi pada hunian pascabencana
secara langsung mempengaruhi kondisi hunian terkait ketahanan terhadap risiko
bencana. Perubahan-perubahan tersebut didasari kebutuhan mendesak seperti
bertambahnya anggota keluarga dan kebutuhan terkait mata pencaharian.
Perubahan yang terjadi juga didukung oleh pemahaman penghuni terhadap
ketahanan hunian yang mengharuskan memiliki kekuatan struktur yang memadai.
Mengaplikasikan pengetahuan mengenai struktur yang kuat dan aman tidaklah
sulit, karena penghuni terlibat dalam proses pembangunan hunian pada tahun 2009
lalu, sehingga pengetahuan-pengetahuan dasar struktur, pemilihan bahan,
penentuan dimensi sudah dipahami dengan baik. Namun demikian, hal tersebut
tidaklah cukup memenuhi persyaratan ketahanan hunian. Jika dilihat dari aspek
modal fisik, hal-hal terkait jalur evakuasi, jarak antar bangunan menunjukan
bahwan hunian di kedua lokasi tersebut memiliki kerentanan terhadap risiko
bencana.

Di sisi lain, penguasaan atas kesepakatan bersama sebagai hasil negosiasi
horizontal pada area tertentu unit hunian mengakibatkan pola hubungan sosial antar
tetangga menjadi lebih cair karena komunikasi berjalan dengan lebih baik, dan
meningkatnya rasa percaya (frust) dan saling pemahaman antar penghuni

merupakan indikator ketahanan dari aspek modal sosial. Hal tersebut sebenarnya
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memperkuat daya lenting penghuni secara individu ataupun kelompok, namun
situasi ini bukan diakibatkan karena pemahaman penghuni terhadap ketahanan
hunian yang tepat, tapi lebih kepada kebetulan belaka, bahwa penghuni melakukan
kesepakatan-kesepakatan tersebut karena ingin memaksimalkan aset yang tersedia

sehingga dapat semaksimal mungkin memenuhi kebutuhannya.

6.2 Pemahaman baru mengenai Ketahanan Hunian
Pemahaman ketahanan menurut penghuni masih terbatas pada unsur yang kasat
mata yang berkaitan dengan hal-hal fisik dan lebih menitik beratkan pada struktur
dan kekuatan bangunan. Demikian pula pemahaman para pemangku kepentingan,
dengan keterlibatan profesional, terbentuknya POKMAS, serta pengambil
keputusan yang menentukan proses pembangunan hunian pascabencana
memberikan arah pemahaman ketahanan hanya pada aspek struktur dan hal kasat
mata saja. Hal ini sebenarnya sesuai dengan definisi umum ketahanan hunian saat
ini yang menekankan bahwa ‘yang dapat bertahan jika ada gangguan tiba-tiba tak
terduga’. Jika dilihat dari dua aspek modal, yaitu modal fisik dan modal sosial,
pemahaman ketahanan hunian saat ini hanya memenuhi sebagian indikator
ketahanan dari modal fisik saja, sedangkan indikator aspek modal sosial sama sekali
tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan dua catatan dalam penelitian ini;
(1) Ketahanan hunian sudah seharusnya didefinisikan secara holistik, tidak hanya
pada proses pembangunannya saja yang lebih menitik beratkan pada aspek
fisik belaka, namun juga aspek non fisik seperti jaringan sosial dan komunitas.
Untuk itu definisi ketahanan perlu diperluas tidak hanya mencakup kejadian

pada saat kejutan tak terduga semata, namun juga pada periode yang lebih
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(ii)

panjang dimana peran aktifitas sosial kemasyarakatan berperan dan
menentukan.

Pemahaman ketahanan tidak disosialisaikan hanya pada saat proses
pembangunan berlangsung, namun juga pada proses-proses yang terjadi pada
saat pascahuni, terutama dalam kaitannya dengan terbentuknya karakter modal
sosial yang bisa memperkuat ketahanan hunian. Dalam hal ini konsep
ketahanan hunian dan aplikasinya selayaknya ditinjau ulang agar dapat
melingkupi proses tersebut, mulai dari proses perancangan, pembangunan
sampai pada tahap pascahuni. Pendampingan harus tetap dilakukan agar
terbentuk aktifitas sosial yang memiliki karakter yang mendukung terjaganya

ketahanan hunian.

6.3 Rekomendasi pelaksanaan pembangunan hunian pascabencana

Dalam proses pemulihan pascabencana, pembangunan kembali hunian bagi

masyarakat terdampak bencana dibagi menjadi 3 tahapan’:

(1)

(i)
(iii)

tahap tanggap darurat, dengan menyediakan tempat tinggal sementara berupa
tenda-tenda pengungsian;

tahap pemulihan dini (transisi), berupa penyediaan perumahan sementara;
tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang membangun tempat tinggal secara
utuh dan permanen yang melibatkan peran serta seluruh pemangku

kepentingan.

Dengan mengacu pada tahapan pemulihan pascabencana tersebut di atas, dan untuk

7 Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Peraturan Kepala Badan no 12/2010, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
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mendukung pemahaman ketahanan hunian, setidaknya terdapat dua hal yang dapat

direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan hunian pascabencana:

(1) Tahap transisi (pemulihan dini) memegang peranan penting dan sangat krusial
dalam proses pemulihan hunian korban bencana, karena merupakan
momentum untuk merencanakan dan mengakselerasi proses pada tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi menuju pembangunan perumahan permanen yang
ideal. Tahap inilah yang menentukan bagaimana aspek ketahanan hunian sudah
seharusnya diperkenalkan dan disepakati menjadi aspek yang menjadi referensi
pemulihan. Masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan yang
terlibat harus mulai memahami secara utuh apa itu yang dimaksud dengan
ketahanan dan bagaimana menjaga serta penerapannya dalam kehidupan
berkelanjutan. Perumahan bisa dianggap sukses atau gagal dalam pemenuhan
kebutuhan penghuninya salah satunya ditentukan pada tahap ini. Keberhasilan
pada tahap ini ditentukan pula oleh peran dari aktor-aktor yang terlibat; para
pengambil keputusan, pihak pemerintah, lembaga non-pemerintah dan
masyarakat terdampak yang berpartisipasi dalam pengoperasian dan
pemeliharaan serta pengawas pada proses rekonstruksi perumahan. Proses

pemahaman ketahanan hunian pada setiap tahapan dijelaskan pada Tabel 6.1.
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Tabel 6.1 Rekomendasi Kegiatan Terkait Pemahaman Ketahanan Hunian Pada Tahapan

Penanggulangan Bencana

KOMPONEN
MODAL SOSIAL MODAL FISIK
FASE
Tanggap Darurat 5 5
(TD)

Pemulihan Dini

¢ Pelibatan masyarakat dimulai
secara total dengan
mengedepankan pemahaman

Identifikasi kebutuhan pemulihan
hunian (jumlah hunian dan lokasi)
Penyediaan hunian sementara (huntara)

berperan dalam membentuk
jaringan dan keguyuban

isi ketah luruh
(transisi) ctananan yahg 7 UTU ¢ Pelibatan masyarakat sdh mulai
* Aspek?2 terkait modal sosial
dhezterelen walaupun terbatas
® Pelaksanaan pembangunan hunian
dengan mempetimbangkan struktur
¢ Pelibatan masyarakat secara yang mendukung pertumbuhan hunian
Rehabilitasi penuh dalam proses secara vertikal
<kn pengambilan keputusan, ® Pemilihan bahan yang sesuai dengan
. erencanaan, dan kebutuhan
Reklonstruksi > :
pembangunan. * Pelibatan masyarakat sepenuhnya
(RR) ¢ Kelompok masyarakat mulai dalam proses pambangunan

Strategi aturan untuk mendukung
advokasi berkelanjutan mengenai

ketahanan hunian

(i1) Pada proses pelaksanaan pembangunan hunian yang dilakukan pada fase

rehabilitasi-rekonstruksi, proses perencanaan dan perancangan hunian
pascabencana sudah selayaknya mempertimbangkan 2 hal penting:

a. Diperlukan tahapan yang lebih lengkap untuk mendukung proses
pemahaman ketahanan hunian yang telah dimulai dari tahap transisi untuk
terus dilakukan berkesinambungan. Advokasi mengenai hal ini tidak hanya
pada hal-hal yang bersifat teknis, namun juga non teknis yang melingkupi
hal-hal terkait sosial, ekonomi dan budaya yang selama ini tidak pernah
dilakukan. Peraturan yang sekarang ada bersifat nasional cenderung
mengeneralisasi semua situasi, padahal setiap lokasi penanganan pemulihan
hunian bencana selayaknya berbeda-beda tergantung situasi sosial budaya

di lokasi tersebut. Advokasi dan dukungan juga diberikan tidak hanya pada

saat proses perancangan namun juga pada saat pascahuni. Hal ini untuk
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menjaga agar prinsip ‘build back better’ yang dijadikan prinsip pada saat
proses pembangunan dapat terjaga dan berkelanjutan agarv ketahanan
hunian-pun terjaga. Dukungan pada kelompok masyarakat (POKMAS) juga
jangan berhenti ketika hunian selesai namun perlu tetap berkelanjutan untuk
menjaga elemen-elemen modal tetap berkontribusi pada konsep ketahanan
hunian. Modal fisik terkait struktur, fasilitas publik dan modal sosial terkait
norma, trust, kohesi dan kerjasama antar penghuni, tidak hanya pada tingkat
tetangga atau blok saja namun keseluruhan hunian. Keterlibatan para pihak

dapat terlihat dari Gambar 6.1.

Pengambil Bl
| Keputusan

Kelompok
Profesional <:| Masyarakat

‘ (POKMAS)

Gambar 6.1 Keterlibatan Semua Pemangku Kepentingan,
Profesional, Kerjasama Kolektif dan Penghuni Yang
Berkelanjutan

Peran POKMAS memegang peranan penting dalam menjembatani
komunikasi penghuni dengan professional, dan membantu pengambil
keputusan untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang memiliki dan
mengatur fleksibiltas dalam menjaga konsep ketahanan hunian. Oleh karena
itu, ketika memasuki pascahuni, POKMAS harus tetap ada dan aktif karena

memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan hunian.
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b. Proses perencanaan dan perancangan yang holistik dengan
mempertimbangkan kemungkinan perluasan dan modifikasi mandiri yang
dilakukan penghuni pada saat masuk periode pascahuni. Berdasarkan hasil
penelitian ini, direkomendasikan untuk merancang hunian yang mendukung
pertumbuhan hunian secara vertikal. Hal ini untuk menghindari
pertumbuhan secara horizontal yang cenderung seringkali mengabaikan

aspek-aspek keselamatan terhadap risiko bencana.

6.4 Kontribusi dan Implikasi Studi

6.4.1 Pengayaan khasanah teori dan metodologi arsitektur

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan memperkaya
perbendaharaan pemahaman ketahanan hunian yang mudah dimengerti dan
diaplikasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan
perumahan pascabencana. Dalam melengkapi penelitian disertasi ini disampaikan
sebagai berikut:

1. Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat disusun suatu strategi dan metode
baru untuk mengatasi masalah yang timbul ketika hunian pascabencana
memasuki masa pascahuni yang cenderung menjadi lebih rentan terhadap
bencana.

2. Kontribusi dari studi disertasi ini adalah pemahaman baru mengenai ketahanan
hunian yang mudah diaplikasikan dan mudah dimengerti oleh masyarakat
umum sebagai penghuni sehingga keberlanjutan hunian pascabencana bisa

terjaga.
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3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para
pelaku perancangan dan pembangunan hunian tetap pascabencana serta
pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah, penyandang dana

(donor) serta pihak lain yang berkaitan.

6.4.2 Implikasi Studi

Penelitian ini dapat dilanjutkan pada kasus-kasus hunian tetap pascabencana di
daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga
pemahaman ketahanan hunian yang menjadi dasar penelitian ini bisa semakin kaya

dan lengkap.
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